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PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR & TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26

TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

Menimbang

TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALL,

: % bahwa dengan telah ditetapkannya Persturan  Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Doaerah Kabupaten Bovolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka perlu adanya penyesusian terkait dengan Unit

huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587] sebagaimuna telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang Undang Nomeor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonmesia Tahun 2015 Nomor 58,
5679);

4. Pernturan Pemerintah. ...
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4. Pematurman Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor S887);

5, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016

Pem! 1 PG > Dadeks
umm;lg_ o Dacrsh Kab Bovolali ;;"'.Mmi';s_ N
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bovolall Tahun
2016 Nomor 183) sebaganimana telah diubah dengan
Pernturan Deerah Kabuparen Boyolali Nomor 1 Tahun 2019
Boyolali 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
7 kat Daerah (Lembaran Duersh Kabupaten Boyolaii
Tahun 2019 Nomor |, Tambahan Lembaran Dacrah
Rabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 225);

6. Peraturan Daersh Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pembertukan Kecamatan CGladagsan, Kecamatan
Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomar 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor
221);

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perungkat Daerah Kabupsten Boyolali [Berita
Daemh Kabupaten Bovolali Tahun 2018 Nomot 25},

8. Peratuman Bupati Bovolali Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah

Kabupaten Boyolall (Beria Daersh Kabupaten Boyolali
Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
DAERAH KABUPATEN BOYOLALL

Pusal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018
tenitang Fembentulan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten
Hoyolali (Berita Dasrah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26 diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayet (1} diubah sehingen Pasal 3 berbunyl sebagal bertkut:



-

Pasal 1

(1} UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimans dimaksud
datam Pasal 2 ayat (2) huraf a terdiri dari:

PR PR PP RN p PP

-

-
s

u)

V.

UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolith Kecamatan Selo;

UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo;
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali;
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo,
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Teras;

UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sawit,

UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolth Kecamatan Ngemplik:
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Andong;
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede,
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecumatan Wonosegaro;
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosamodro,

{2} Dalam ha! UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Gladagsan
sebagmimana dimaksud pada ayat {1} buruf t belum efektifl dibentuk, maka
dalam pelaksanaan tugasnya diampu oleh UPT Pendidikan Dasar dan Luar

3} Dalam hal UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolsh Kecamatan Tamarisari
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf u belum efektif dibentuk, maka
dalam pelaksanasn tugasnya diampu oleh UPT Pendidikan Dnsar dan Luar
Sekolah Kecamatan Musuk.

4] Dnlam hal .



b

(%) Dalam hal UPT Pendidikan Dasar dan luar Sekdlah Kecamatan
Wonosamodro sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf v belum efekaf
dibentuk, maka dalem pelaksanaan tugasnya diampu oleh UPT Pendidikan
Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro,

. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagal berikut:

Pasal 4

UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2] hurgf!
b terdint dari:

A UPT Puskesmas, yang terdiri dari:
1. UPT Puskesmas Selo;

UPT Puskesmas Musuk;

UPT Puskesmas Tamansari;

UPT Puskesmias Gladagsari;

UPT Puskesmas Boyolali |

UPT Puskesmas Boyolali |1;

9. UPT Puskesmas Mojosong;

10. UPT Puskesmas Teras;

11. UPT Puskesmas Sawit;

12 UPT Puskesmas Banyudono I,

13 UPT Puskesmas Banyudono 11

14. UPT Puskesimas Sambi;

15 UPT Puskesmas Simo

16. UPT Puskesmas Ngempiak;

17. UPT Puskesmas Nogosari;

18. UPT Puskesmas Andong;

19. UPT Puskesmas Klego |;

20. UPT Puskesmas Klego Ii;

C T
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24 UPT Puskesmas Kemusy, dan
25 UPT Puskesmax Juwangi.
b. UPT Laboratorium Keschatan Kelas A,

. Ketentuan Pasal 8 diubah schingga Pasal 8 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 8
Pudda. puida Dinas Lingkungan Hidup ssbageimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2} huruf  dibentuk:
a. Dikapus; dan

b. UPT Pengelolann Sampah kelas A,

. Ketentuan Pasal 9 ayat {2) huruf &, haruf b, dan huruf e diubah sehinggs Pasal
9 berbuny: sebagai berikut:

Pasal 9
{1} Pada Dinas Peternakan dan Perikanan sehopgaimana dimaksud dalam Pasal
2 aval {2) hurdl g dibentuk UPT sehagai berikut:
a. UPT Rumah Potong Hewan kelas A,
b UPT Balai Benth lkan kelas A; dan
{2) UPT Pusat Kesehatan Hewan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ©
terdin dari:

a. UPT Pusat Keschatan Hewan kelas 8 di Kecamatan Ampel yang
mempunya: wilayah kegja meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan
Oladagsari, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Selo.

b. UPT Pusat Keschatan Hewan kelas B di Kecamatan Mojosongo yang
Musuk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan
Teras,

¢. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas 8 di Kecamatan Smmo yang

it Ke it Kk A Wi s R
d. UPT Pusut Keschatan Hewan kelas B di Kecamatan Ngemplak yang

mempunysl wilayah kerjn meliputi *Kecamatan Banyudono, Kecamatan
Sawit, Kecamatan Sambi, dan Kecamatan Ngemplak, dan

« 17T



+ 6

e. UPT Pusat Keschatan Mewan kelas B di Kecamatan Karanggede vang

mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan
Wonosamodro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Kemusu, dan
Kecamatan Juwangi.

5 Ketentuan Pasal 12 huraf b diubah sehinggs Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
& Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
Balal Periyuluban Pertanian Kecamatan Boyolali:
Ty T v —
10, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sambi;
| 1. Balai Penyuluhan Pertantan Kecamatan Simo;
12. Balal Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngemplak;
13, Balai Penyuliuhan Pertanian Kecamatan Nogosari:
14. Balai Penyuluban Pertanian Kecamatan Andong:
15, Balal Penyuluhan Pertanian Recamatan Kiego,
16. Balal Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanggede:
18. Balal Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kemmis;
19. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Juwangi;
20. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gladngsari,
21, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tamansan, dan
22. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatsn Wonosamodro.

6 ®NO B s N
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7. Ketentuan pada Lampiran | den Lampiran || dicbab sehinggs sebaguimans
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran (| yang merupakan bagian tidak

Pasal It
B i i b PRl : s
Agar setiap omang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupen
ini dengan penempatanaya dalam Berita Daerab Kabupaten Boyolal

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVOLALL TAHUN 2019 NOMOR &

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALL

KIP. 19671102 199403 2 009



KECAMATAN
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